



1. 1  Latar Belakang
Pada masa Kolonialisme Jepang, Taiwan digunakan sebagai wilayah 
pengembangan industri pertanian dengan model industri Jepang. Setelah kolonial 
Jepang menyerahkan Taiwan kepada masyarakat Taiwan, Taiwan menganut 
prinsip: “membangun industri melalui pertanian dan membangun pertanian melalui 
industri”, prinsip ini memberikan dampak yang signifikan kepada dua hal yaitu1: 
Pertama, menempatkan sektor pertanian sama pentingnya dengan industri. 
Jepang memberikan kebebasan penuh kepada Taiwan untuk mengelola pertanian 
dengan konsep Taiwan sendiri dan berhasil menuai hasil yang memuaskan. Kedua, 
menempatkan pertanian sebagai pondasi bagi bergeraknya pembangunan ekonomi 
Taiwan, yang artinya bahwa keberhasilan strategi pembangunan ekonomi Taiwan 
ini telah terbukti dapat dilaksanakan setelah stabilnya pertanian sebagai pijakan 
awal dan terus melakukan modernisasi melalui konsep industrialisasi pertanian dan 
secara perlahan pemerintah Taiwan menggeser industri yang lebih padat modal dan 
lebih bernilai ekonomis tinggi. 
Pada awalnya kegiatan pertanian di Taiwan ini hanya mampu memasok 
kebutuhan para militer dan penduduk sipil saja, akan tetapi seiring berjalannya 
1 Ucup Supriyadi, Fenomena Keberhasilan Negara Industri Baru Sebagai Prototipe Pembangunan 




waktu Taiwan telah mencukupi kebutuhan pertaniannya secara mandiri. Setelah 
kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan stabil maka secara perlahan industri 
pertanian Taiwan berkembang menjadi industri yang berorientasi ekspor.2 
Ketika masyarakat Taiwan memasuki fase masyarakat konsumsi tinggi 
yang ditandai dengan kebutuhan belanja negara di sektor militer, ternyata di Taiwan 
masyarakatnya semakin modern tetapi belanja untuk kebutuhan militernya semakin 
menurun. Berdasarkan data dari Ministry of National Defense jumlah personil 
militer negara terus mengalami penurunan tahun 1997 sejumlah 450.000 personil, 
tahun 2001 sejumlah 380.000 personil, dan tahun 2002 sejumlah 350.000. Untuk 
prosentase pengeluaran anggaran militer-pun terus dikurangi dari 24,51 persen pada 
tahun 1995 menjadi hanya 16,59 persen pada tahun 2004 atau turun dari 3,69 persen 
menjadi hanya 2,50 persen dari rasio GNP.3 
Presiden Taiwan yang menjabat sejak 20 Mei 2016 yaitu Tsai Ing Wen yang 
merupakan presiden wanita pertama Taiwan dari Partai Progresif Demokratik. 
Dalam kepemimpinannya Tsai mengadopsi pedoman New Southbound Policy. 
Kebijakan ini pertamakali dikenalkan oleh Lee Teng Hui di tahun 1994 yang diberi 
nama Go South Policy bertujuan untuk mengurangi ketergantungan ekonomi 
dengan Tiongkok. Salah satu upayanya dengan mendorong para pebisnis Taiwan 
untuk berinvestasi di Asia Tenggara.4 Selanjutnya di tahun 2002, Chen Shui Bian 
memperkenalkan kembali kebijakan Go South dan mendesak masyarakat 
khususnya para pebisnis Taiwan agar tidak terbuai dengan tawaran Tiongkok serta 
                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid., hal. 41. 
4 Young-Chan Kim (ed.), 2016, Chinese Global Production Networks in ASEAN, Switzerland: 
Springer, hal. 217. 
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harus lebih fokus kepada Go South Policy. Dengan dukungan pemerintah, 
perusahaan Taiwan seharusnya lebih melihat potensi yang ada di Asia Tenggara 
dan tidak melihat Tiongkok sebagai satu-satunya pasar didunia.5 
Go South Policy sudah cukup banyak menghasilkan kesuksesan antara lain 
pemerintahan mendorong para pebisnis untuk berinvestasi di Taiwan Salt 
Corporation atau bisa disebut juga Taiyen yang didorong oleh Ministry of 
Economic Affairs (MOEA) untuk berkolaborasi dengan Indonesia dan Chinese 
Petroleum Corporation (CPC) didorong untuk menyelidiki projek minyak dan gas 
di Indonesia sedangkan Taiwan Sugar Corporation didorong untuk memfasilitasi 
kerjasama bilateral dalam memproduksi gula di Vietnam.6 Tahun 2003, menurut 
statistik Ministry of Economy Affairs (MOEA), Taiwan sudah berinvestasi di 7 
negara ASEAN yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, Indonesia, Singapura, Vietnam, 
dan Kamboja yang mencapai US$ 937 juta. Lalu di tahun yang sama, investasi 
Taiwan ke Tiongkok mencapai US$ 7.7 miliyar atau 53.66 persen dari total seluruh 
investasi Taiwan ke luar negeri. Menurut statistik pusat, investasi Taiwan di 7 
negara ASEAN mencapai puncaknya pada tahun 1994 dan 1997. Pada saat itu 
Taiwan berinvestasi lebih dari US$ 4 miliyar setiap tahunnya. Tetapi, dari tahun 
1998 hingga 2001 investasi menurun dan berfluktuasi antara US$ 1 miliyar hingga 
US$ 2 miliyar pertahun.7 
                                                             
5 Melody Chen, ‘Go South’ Strategy Threatened, diakses dalam 
http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2004/09/29/2003204811/1 (1/4/2017, 20:34 
WIB) 
6 Young-Chan Kim (ed.), Op. Cit. 
7 Melody Chen, Loc. Cit. 
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Dibandingkan dengan presiden sebelumnya, Ma Ying Jeou, identitas 
Taiwanisasi yang dibangun oleh Lee Teng Hui dan semakin jelas terlihat dibawah 
kepemimpinan Chen Shui Bian harus memudar dibawah kepemimpinan Ma Ying 
Jeou. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Ma Ying Jeou selalu condong ke 
Tiongkok dan hal itu membuat sebagian besar masyarakat Taiwan tidak 
menyukainya dan semakin tidak populer. Alasan pertama ketidakpopuleran Ma 
Ying Jeou adalah ia tidak populer dikalangan generasi muda. Hal ini terjadi karena 
sebagian besar masyarakat muda Taiwan mengidentifikasikan dirinya sebagai 
Taiwanese. Ketidakpuasan masyarakat muda Taiwan membuat mereka turun 
kejalan melakukan demonstrasi terhadap kebijakan ekonomi dengan Tiongkok 
yang semakin erat. Gerakan ini disebut juga Sunflower Movement yang terjadi pada 
tahun 2014.8 
Kedua, Ma Ying Jeou tidak populer didalam perpolitikan Taiwan. Hal ini 
dikarenakan banyak orang Taiwan beranggapan bahwa kebijakan perdagangan 
dengan daratan Tiongkok hanya akan memperlebar kesenjangan antara orang kaya 
dan orang miskin serta hanya akan menguntungkan perusahaan besar saja. Alasan 
ketiga atau terakhir, bahkan didalam Partai Kuomintang, Ma Ying Jeou agak tidak 
populer. Hal ini dikarenakan keputusannya dalam mereformasi dana pensiun bagi 
militer, pegawai layanan sipil, dan guru sangat merusak kepentingan kelompok 
tersebut. Kelompok-kelompok tersebut dulunya merupakan pendukung setia Partai 
Kuomintang.9 
                                                             
8 DD Wu, Does Ma Ying-jeou Know Why He Is Unpopular in Taiwan?, diakses dalam 
http://thediplomat.com/2017/03/does-ma-ying-jeou-know-why-he-is-unpopular-in-taiwan/ 




New Southbound Policy adalah kebijakan diplomatik dan ekonomi yang 
mendorong pengusaha Taiwan untuk berinvestasi ke Asia Tenggara, Asia Selatan, 
Australia dan Selandia Baru, untuk memperluas pengaruh ekonomi sekaligus 
mengurangi investasi Taiwan ke Tiongkok. Kebijakan ini telah diadopsi guna 
mengidentifikasi arah dan kekuatan pendorong baru dalam tahap baru 
pembangunan ekonomi Taiwan, mendefinisikan kembali peran penting Taiwan 
dalam pembangunan Asia, dan menciptakan nilai masa depan. Dengan adanya 
kebijakan ini diharapkan pemerintah Taiwan  dapat memulai negosiasi dan dialog 
dengan negara-negara ASEAN dan Asia Selatan serta Selandia Baru dan Australia 
guna membangun kerjasama yang erat dan bersama-sama mencapai pembangunan 
dan kemakmuran kawasan.10 
Penelitian ini akan membahas mengenai konsep dari New Southbound 
Policy yang merupakan kebijakan yang disetujui oleh Tsai untuk membangun 
perekonomian Taiwan tanpa terus bergantung kepada Tiongkok. Penelitian ini akan 
difokuskan pada konsep New Southbound Policy terhadap salah satu fokus target 
kebijakan ini yaitu ASEAN. Sebelumnya kebijakan yang sama ini digunakan oleh 
presiden terdahulunya, Lee Teng Hui dan Chen Shui Bian yang diberi nama Go 
South Policy. Kedua kebijakan ini memiliki makna yang sama yaitu menjalin 
kerjasama ekonomi kearah selatan. Tetapi dilihat dari nama kebijakannya, 
kebijakan baru ini mengandung kata ‘New’. Penelitian ini juga akan membahas 
perbedaan kebijakan yang dahulu dengan yang sekarang dengan meneliti makna 
                                                             
10Anonim, New Southbound Policy, diakses dalam http://www.roc-
taiwan.org/uploads/sites/59/2016/09/NSP_Full.pdf 
 (25/11/2016, 10:44 WIB) 
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baru dari New Southbound Policy serta meneliti identitas Taiwan di era Tsai Ing 
Wen ini. 
1. 2  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan 
dibahas, yaitu: Mengapa Tsai Ing-Wen menggunakan New Southbound Policy 
sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN?. 
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1     Tujuan 
Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui alasan Tsai 
Ing Wen menggunakan New Southbound Policy sebagai strategi 
peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat akademis dan 
manfaat praktis berikut ini merupakan penjelasan dari manfaat tersebut: 
A. Manfaat Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperdalam kajian
Hubungan Internasional mengenai New Southbound Policy sebagai strategi 




B. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih 
mendalam sekaligus menambah kajian studi Hubungan Internasional 
mengenai alasan Tsai Ing Wen dengan menggunakan New Southbound 
Policy sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-
negara ASEAN serta untuk mengetahui identitas Taiwan di era Tsai Ing 
Wen. Bagi mahasiswa lain diharapkan mampu menjadi referensi penelitian 
selanjutnya dengan topik serupa. 
 
1. 4 Penelitian Terdahulu 
Untuk mendukung penelitian ini, digunakan beberapa literatur (buku atau 
karya tulis) yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh peneliti antara lain : 
Pertama, Booker C.K. Liaw, Katsuhiro Sasuga dan Yu-Huang Huang 
menerbitkan penelitiannya pada tahun 2012 di dalam jurnal East Asia: An 
International Quarterly dengan judul Taiwan’s Economic Diplomacy in Vietnam 
from the 1990s to the Early Twenty-First Century.11 Penelitian ini mencoba 
menguraikan bagaimana diplomasi ekonomi Taiwan berjalan di Vietnam pada 
tahun 1990an hingga awal abad ke 21. Doi Moi Policy sebagai kebijakan Vietnam 
membuat Taiwan dengan mudah melakukan kerjasama ekonomi di Vietnam. Doi 
Moi Policy juga akan men-support kebijakan Go South. Booker, dkk ingin 
mejelaskannya menggunakan The Three Levels of Analysis yaitu dengan 
                                                             
11 Booker C.K. Liaw, dkk, Taiwan’s Economic Diplomacy in Vietnam from the 1990s to the Early 
Twenty-First Century, East Asia: An International Quarterly, Vol, 29, No, 4, (Desember 2012), 
Dordrecht: Springer Science & Business Media, hal. 355-376. 
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International Level, State Level dan Individual Level dan menjelaskan bagaimana 
sikap kedua negara satu dengan yang lainnya. 
Tekanan dari usainya Perang Dingin, bantuan Soviet ke Vietnam berkurang 
bahkan dihentikan ini yang membuat Vietnam mengadoptasi Doi Moi Policy. Doi 
Moi Policy adalah kebijakan yang membuka lebar untuk menerima investasi 
ekonomi dari luar negeri serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. 
Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat Taiwan berinvestasi di 
Vietnam. Dalam state level, Vietnam dan Taiwan ingin mengembangkan hubungan 
ekonomi. Taiwan tetap akan melakukan investasi karena melihat Vietnam 
mempunyai sumber daya alam yang melimpah. Disisi lain, Vietnam merevisi 
Hukum Investasi Luar Negeri. Bagi Vietnam, menjalin hubungan ekonomi dengan 
Taiwan sangat penting. Meski tidak secara resmi menjalin hubungan diplomasi, 
Taiwan mampu menjamin persetujuan investasi, perjanjian perpajakan ganda, dan 
perjanjian perdagangan dengan Vietnam. Para pebisnis Taiwan sebagai individual 
level yang mempunyai pengaruh besar terhadap pemerintahan Taiwan yang berada 
di state level dalam membangun diplomasi ekonomi Taiwan. 
 Kedua, Paramitaningrum dan Johanes Herlijanto menerbitkan penelitiannya 
pada tahun 2016 di dalam jurnal Contemporary Chinese Political Economy and 
Strategic Relations: An International Journal dengan judul Economic Diplomacy, 
Soft Power, and Taiwan’s Relations with Indonesia.12 Penelitian ini mencoba 
menguraikan hubungan Taiwan dan Indonesia dengan mengidentifikasikan 
                                                             
12 Paramitaningrum dan Johanes Herlijanto, Economic Diplomacy, Soft Power, and Taiwan’s 
Relations with Indonesia, Contemporary Chinese Political Economy and Strategic Relations: An 
International Journal, Vol, 2, No, 3 (Desember 2016), Taiwan: National Sun Yat Sen University, 
hal. 1173-1194. 
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beragam upaya agar Taiwan memiliki posisi yang lebih baik dalam hubungannya 
dengan Indonesia disaat Indonesia memiliki hubungan yang semakin erat dengan 
Tiongkok. Diantara upaya yang dilakukan Taiwan adalah memanfaatkan daya tarik 
sumber ekonominya untuk mendapatkan pengakuan yang lebih baik dari Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan diplomasi ekonomi dengan mengkombinasikan 
usaha untuk menginvestasikan kekuasaan melalui berbagai cara. Cara itu antara lain 
mempromosikan daya tarik pendidikan Taiwan dengan menarik pelajar-pelajar 
Indonesia untuk meneruskan pendidikannya di Taiwan. Hal itu didapat dengan 
berbagai program beasiswa dan membangun jaringan antara ilmuan Taiwan dan 
Indonesia. Usaha tersebut memungkinkan Taiwan untuk mendapatkan pengakuan 
yang lebih baik dari berbagai segi. 
Adapun persamaan penelitian Booker, dkk dan Paramitaningrum & Johanes 
Herlijanto serta penulis terletak pada usaha dan peran Taiwan dalam menebarkan 
pengaruh di negara-negara ASEAN Sedangkan perbedaan antara jurnal Booker, 
dkk dan Paramitaningrum & Johanes Herlijanto serta penelitian penulis terletak 
pada batasan materi, jika Booker, dkk cenderung berfokus pada hubungan Taiwan 
dan Vietnam, Paramitaningrum & Johanes Herlijanto cenderung berfokus pada 
hubungan Taiwan dan Indonesia maka penelitian penulis memiliki cakupan yang 
lebih luas yakni hubungan Taiwan dengan negara-negara ASEAN dalam New 
Southbound Policy. 
Ketiga, Gustav Ranis melakukan penelitian pada tahun 2007 di dalam buku 
Taiwan in the 21st Century dengan menganalisis tentang Taiwan’s Success and 
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Vulnerability: Lesson For the 21st Century.13 Penelitian ini menganalisis tentang 
masa-masa kejayaan Taiwan di sektor pertanian, khususnya perekonomian serta 
kerangka-kerangka kebijakan sebelum krisis ekonomi Asia dan kiat-kiat apa saja 
agar Taiwan bisa kembali berjaya seperti Korea Selatan yang dengan cepat dapat 
memperbaiki ekonomi paska krisis ekonomi Asia. Jadi, perbedaannya adalah 
penelitian Ranis lebih berfokus pada pembangunan ekonomi sebelum abad ke 21 
sedangkan penelitian penulis ini menganalisis kebijakan baru 2016. Penelitian 
tersebut dapat memperkuat isi dalam pembahasan penulis disebabkan oleh fokus 
penelitian Ranis menggambarkan keadaan perekonomian sebelum abad ke 21 
dimana saat itu Lee Teng Hui menjadi presiden Taiwan. Lee Teng Hui merupakan 
pelopor awal New Southbound Policy, yang saat itu diberi nama Go South Policy. 
Keempat, Chen Jie menerbitkan artikelnya pada tahun 2005 di dalam buku 
China & Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges dengan judul 
Taiwan’s Diplomacy in Southeast Asia: Still Going-South?.14 Penelitian ini 
mencoba menguraikan bagaimana diplomasi Taiwan dalam kebijakan menuju 
selatan (Go South Policy) dan apa saja kesulitan-kesulitan yang dihadapi Taiwan di 
era Lee Teng Hui dan Chen Shui Bian dalam menghadapi negara-negara di Asia 
Tenggara. Diplomasi informal yang dijalankan oleh Lee Teng Hui berjalan karena 
masalah domestik dan internasional dengan Tiongkok dan sejak pertengahan tahun 
1990-an Taiwan bersikap defensif terhadap Tiongkok. Hal ini terlihat dari 
                                                             
13 Robert Ash dan J. Megan Greene, 2007, Taiwan In The 21st Century, Oxon: Routledge, hal. 36-
53. 
14 Ho Khai Leong dan Samuel C.Y. Ku (ed.), 2005, China & Southeast Asia: Global Changes and 
Regional Challenges, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, hal. 231-258. 
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kebijakan luar negerinya yang semakin terlihat sebagai tindakan balasan untuk 
melawan Tiongkok dalam upaya untuk menahan tanah yang telah diperolehnya. 
Hubungan diplomatik Taiwan di Asia Tenggara masih terus memburuk 
pasca krisis moneter Asia dan pergantian presiden serta terpilihnya DPP membuat 
kurangnya instrumen diplomatik bagi Taiwan. Taiwanpun tetap terisolasi dari 
semua forum dialog yang berpusat pada ASEAN. Posisi Taiwan dalam diplomasi 
Track II dalam Dewan Kerjasama Keamanan di Asia Pasifik juga tetap dilemahkan. 
Namun seperti negara regional lainnya, Taiwan juga memiliki kepentingan 
substansial dalam strategi, militer, teritorial, politik, ekonomi dan isu-isu 
transnasional, serta fasilitas dan proteksi daru beberapa kepentingan untuk 
membangun status politik-diplomatik yang lebih baik. Contohnya, untuk melawan 
SARS dan flu burung, Taipei perlu bergabung dengan inter-governmental efforts 
regional. Sektor ekonomi, untuk mengamankan masa depan perekonomian agar 
tetap sejahtera, Taipei perlu menandatangani Free Trade Agreement dengan 
negara-negara di Asia Tenggara. Yang paling terpenting adalah kesadaran “Asia 
Tenggara” yang terus berlanjut di Taiwan akan mencerminkan kematangan 
identitas baru bagi Taiwan. Chen Shui Bian mendeklarasikan pidatonya pada 20 
Mei 2004, orang –orang Asia Tenggara yang menikah dengan warga Taiwan (yang 
saat ini mencapai 280.000 orang) dan para buruh pekerja (yang  bekerja di bawak 
projek Taiwan’s blazing sun) ini seperti komunitas lain di Taiwan karena mereka 
memberikan kontribusi unik untuk Taiwan dan itu sangat diperlukan sebagai 
member keluarga “New Taiwan”. 
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Penelitian tersebut dapat memperkuat isi dalam pembahasan penulis 
disebabkan oleh fokus penelitian Chen Jie menggambarkan diplomasi Taiwan 
dengan menggunakan Go South Policy pada masa Lee Teng Hui dan Chen Shui 
Bian. Dalam penelitian ini kita dapat melihat identitas Taiwan dengan 
menggunakan Go South Policy dan dapat menjadi pembanding dengan kebijakan 
sekarang yang diberi nama New Southbound Policy.  
Kelima, penelitian Kemudian Fahmi Islami dalam skripsinya tentang 
kebijakan Luar Negeri Taiwan di Bawah Presiden Ma Ying Jeou (2008-2012) di 
Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antar Selat Taiwan 
dan Cina.15 Skripsi Fahmi Islami ini menjelaskan upaya Ma Ying Jeou dalam 
meperbaiki hubungan dengan Tiongkok di bidang keamanan, ekonomi, hingga 
dalam menentukan identitas Taiwan agar tidak bertentangan dengan Tiongkok. 
Penulis melihat skripsi dari Fahmi Islami dari sisi ekonomi dan identitas yang akan 
menguatkan penelitian penulis. Chen Shui Bian mengimplementasikan kebijakan 
ekonomi yang menekan hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok. Pada 
awalnya, Chen Shui Bian membiarkan Taiwan dan Tiongkok tetap memiliki 
hubungan ekonomi yag terus berkembang. Tetapi, seiring pemerintahan Chen Shui 
Bian berjalan, keinginan Chen Shui Bian untuk menjadikan Taiwan negara yang 
independensi semakin nyata. Hingga identitas Taiwanese terlihat sangat jelas pada 
masa itu. 
                                                             
15 Fahmi Islami, 2013, Kebijakan Luar Negeri Taiwan di Bawah Presiden Ma ying-Jeou (2008-
2012) di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas dalam Hubungan antar Selat Taiwan dan 
Cina, Skripsi, Depok: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Indonesia. 
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Kebijakan-Kebijakan yang diambil Chen Shui Bian tidak menghasilkan 
hasil yang maksimal dan malah memberikan kerugian pada Taiwan. Kondisi ini 
yang membuat Ma Ying Jeou untuk memperbaiki kondisi tersebut salah satunya 
dengan cara penandatanganan Economic Cooperation Framework Agreement 
(ECFA). Pembentukan institusi ECFA ini untuk memperbaiki hubungan ekonomi 
Taiwan yang sedikit renggang dengan Tiongkok. Identitas di masa Ma Ying Jeou 
tetap mengikuti arus Taiwanisasi tetapi dalam prakteknya Ma Ying Jeou tetap 
mengedepankan unsur kebudayaan Tiongkok didalam kebijakan-kebijakannya. 
Keenam, Xiangmin Chen dalam jurnalnya yang berjudul Taiwan Investment 
in China and Southeast Asia “Go West, but also Go South” dengan menggunakan 
studi komparatif sistematis berusaha membandingkan investasi Taiwan di China 
dan Asia Tenggara.16 Chen menemukan bahwa pada tahun 1990-an investasi 
Taiwan di Asia Tenggara mengalami penurunan, sedangkan di China justru 
mengalami peningkatan tepatnya pada pertengahan tahun 1994. Para investor 
Taiwan pada dasarnya lebih tertarik untuk melakukan investasi di China, hal ini 
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya sudah akrab dengan lingkungan 
usaha di China dan pasar domestik China secara lebih terbuka memberikan peluang 
perusahaan besar Taiwan untuk berinvestasi. Sedangkan untuk negara-negara Asia 
Tenggara, faktor geografis menjadi konsentrasi utama para investor Taiwan. Dan 
Vietnam muncul sebagai negara yang dianggap memiliki lokasi paling strategis 
menurut para investor. Banyak perusahaan Taiwan yang kemudian berdiri di 
                                                             
16 Xiangmin Chen, Taiwan Investment in China and Southeast Asia “Go West, but also Go South”, 
Asian Survey, Vol, 36, No, 5 (May 1996), California: University of California Press, hal. 447-467. 
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Vietnam terutama pada proyek pengolahan makanan, pembuatan sepatu, tekstil, 
plastik, semen, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Investasi Taiwan ini pada 
kenyataannya mampu menyumbang 18% dari total investasi asing di Vietnam. 
Bagaimanapun, pembahasan mengenai fokus arah kebijakan Taiwan di China atau 
Asia Tenggara ini memunculkan sebuah perdebatan. Karena masing-masing 
wilayah memiliki prospek keuntungan dan resiko yang berbeda-beda. Dalam West 
Policy memiliki keuntungan ekonomi lebih unggul karena adanya tenaga kerja yang 
murah, lahan luas, dan sudah ada kemampuan teknologi yang lengkap. Sedangkan 
South Policy juga mempunyai daya tawar tersendiri bagi para investor Taiwan 
seperti besarnya potensi pasar yang beragam dan dipandang memiliki culutre yang 
lebih baik untuk lingkungan bisnis. 
Penelitian Xiangmin Chen ini berbeda dengan penulis karena Xiangmin 
Chen menggambarkan penelitiannya secara komparatif dengan kebijakan menuju 
barat atau dengan Tiongkok. Sedangkan penulis akan menjabarkan kebijakan 
menuju selatan dengan menggunakan konstruktivisme dan menjelaskan identitas 
Tsai Ing Wen  dan pengaruhnya terhadap New Southbound Policy sebagai kebijakan 
ekonomi Taiwan. Penelitian Xiangmin Chen juga akan memperkuat penelitian 
penulis. 
Penelitian penulis yang berjudul “New Southbound Policy Sebagai 
Strategi  Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Negara-Negara ASEAN pada 
Masa Pemerintahan Tsai Ing Wen” mencoba menguraikan tentang Go South Policy 
pada era Lee Teng Hui dan Chen Shui Bian karena akan memberikan pengaruh 
besar terhadap New Southbound Policy. Go South Policy merupakan kebijakan 
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pertama sebelum New Southbound Policy muncul. Alasan Tsai Ing Wen untuk 
menggunakan New Southbound Policy sebagai strategi peningkatan hubungan 
kerjasama dengan negara-negara ASEAN adalah pembahasan utama dari penelitian 
penulis untuk menemukan identitas Taiwan era Tsai Ing Wen dan pengaruh 
identitas tersebut terhadap New Southbound Policy. Penelitian penulis akan 
menggunakan teori identitas dengan perspektif konstruktivisme milik Alexander 
Wendt. 
Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, 
menyiratkan bahwa kebijakan menuju selatan dapat mengurangi ketergantungan 
terhadap Tiongkok dan dapat memunculkan identitas Taiwan. Adanya persamaan 
dan perbedaan dari beberapa contoh hasil penelitian diatas dengan skripsi ini tentu 
membawa konsekuensi pada hasil penelitian yang diperolehnya. Bila pada hasil-
hasil penelitian sebelumnya ditujukan pada diplomasi strategi dan langkah 
pencapaian kebijakan menuju selatan, maka pada penelitian ini diharapkan untuk 
menghasilkan uraian tentang alasan Tsai Ing Wen menggunakan New Southbound 
Policy sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara 















1. Jurnal: Taiwan’s 
Economic 
Diplomacy in 
Vietnam from the 



























-Tekanan dari usainya 
Perang Dingin, bantuan 
Soviet ke Vietnam 
berkurang bahkan 
dihentikan ini yang 
membuat Vietnam 
mengadoptasi Doi Moi 
Policy.  
-Dalam state level, Vietnam 
dan Taiwan ingin 
mengembangkan hubungan 
ekonomi. Taiwan tetap akan 
melakukan investasi karena 
melihat Vietnam 
mempunyai sumber daya 
alam yang melimpah.  
-Bagi Vietnam, menjalin 
hubungan ekonomi dengan 
Taiwan sangat penting. 
Meski tidak secara resmi 
menjalin hubungan 
diplomasi, Taiwan mampu 
menjamin persetujuan 
investasi, perjanjian 
perpajakan ganda, dan 
perjanjian perdagangan 
dengan Vietnam. 
-Para pebisnis Taiwan 
sebagai individual level 
yang mempunyai pengaruh 
besar terhadap 
pemerintahan Taiwan yang 
berada di state level dalam 
membangun diplomasi 
ekonomi Taiwan. 















beragam upaya agar Taiwan 
memiliki posisi yang lebih 
baik dalam hubungannya 








































hubungan yang semakin 
erat dengan Tiongkok.  
-Diantara upaya yang 
dilakukan Taiwan adalah 
memanfaatkan daya tarik 
sumber ekonominya untuk 
mendapatkan pengakuan 
yang lebih baik dari 
Indonesia 




kekuasaan melalui berbagai 
cara. Cara itu antara lain 
mempromosikan daya tarik 




di Taiwan.  
3. Jurnal: Taiwan’s 
Success and 
Vulnerability: 



















Taiwan di sektor pertanian, 
khususnya perekonomian 
serta kerangka-kerangka 
kebijakan sebelum krisis 
ekonomi Asia 
-kiat-kiat apa saja agar 
Taiwan bisa kembali 
berjaya seperti Korea 
Selatan yang dengan cepat 
dapat memperbaiki 
ekonomi paska krisis 
ekonomi Asia. 
















-Diplomasi informal yang 
dijalankan oleh Lee Teng 
Hui berjalan karena 
masalah domestik dan 
internasional dengan 
Tiongkok dan sejak 
pertengahan tahun 1990-an 
Taiwan bersikap defensif 
terhadap Tiongkok. Hal ini 
terlihat dari kebijakan luar 
negerinya yang semakin 
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terlihat sebagai tindakan 
balasan untuk melawan 
Tiongkok dalam upaya 
untuk menahan tanah yang 
telah diperolehnya. 
-Hubungan diplomatik 
Taiwan di Asia Tenggara 
masih terus memburuk 
pasca krisis moneter Asia 
dan pergantian presiden 
serta terpilihnya DPP 
membuat kurangnya 
instrumen diplomatik bagi 
Taiwan. -Posisi Taiwan 
dalam diplomasi Track II 
dalam Dewan Kerjasama 
Keamanan di Asia Pasifik 
juga tetap dilemahkan. 
Namun seperti negara 
regional lainnya, Taiwan 
juga memiliki kepentingan 
substansial dalam strategi, 
militer, teritorial, politik, 
ekonomi dan isu-isu 
transnasional, serta fasilitas 
dan proteksi daru beberapa 
kepentingan untuk 
membangun status politik-
diplomatik yang lebih baik.  
5. Skripsi: 
Kebijakan Luar 


























- Menjelaskan kronologi 
hubungan Taiwan di 
bidang keamanan, 
ekonomi dan identitas 
terutama pada masa Lee 
Teng Hui, Chen Shui Bian, 









“Go West, but 













Taiwan di China dan Asia 
Tenggara. Chen 
menemukan bahwa pada 
tahun 1990-an investasi 
Taiwan di Asia Tenggara 
mengalami penurunan, 
sedangkan di China justru 
mengalami peningkatan 
tepatnya pada pertengahan 
tahun 1994.  
-Para investor Taiwan pada 
dasarnya lebih tertarik 
untuk melakukan investasi 
di China, hal ini 
dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor diantaranya 
sudah akrab dengan 
lingkungan usaha di China 
dan pasar domestik China 
secara lebih terbuka 
memberikan peluang 
perusahaan besar Taiwan 
untuk berinvestasi.  
-Sedangkan untuk negara-
negara Asia Tenggara, 
faktor geografis menjadi 
konsentrasi utama para 
investor Taiwan.  
-Dalam West Policy 
memiliki keuntungan 
ekonomi lebih unggul 
karena adanya tenaga kerja 
yang murah, lahan luas, dan 
sudah ada kemampuan 
teknologi yang lengkap.  
-Sedangkan South Policy 
juga mempunyai daya tawar 
tersendiri bagi para investor 
Taiwan seperti besarnya 
potensi pasar yang beragam 
dan dipandang memiliki 
culutre yang lebih baik 































-menjelaskan perbedaan Go 
South Policy dengan New 
Southbound Policy. Go 
South Policy hanya fokus 
kepada nilai-nilai kerjasama 
ekonomi klasik yaitu 
perdagangan dan investasi. 
Sedangkan New 
Southbound Policy tidak 
hanya berfokus kepada 
kerjasama ekonomi klasik, 
tetapi juga pada pertukaran 
budaya dan sumberdaya. 
-mejelaskan konstruksi 
identitas Taiwan di era Tsai 
Ing Wen dan New 
Southbound Policy. 
 
1. 5 Landasan Teori 
1. 5. 1  Teori Identitas dalam Perspektif Konstruktivisme (Alexander Wendt) 
Konstruktivisme lahir karena ketidakpuasan terhadap pendekatan realisme 
dalam mejelaskan perilaku negara. Realisme memfokuskan kepada bagaimana 
distribusi (penyebaran) kekuatan material, seperti kekuatan militer dan 
kemampuan, yang mempengaruhi keseimbangan kekuatan dan perilaku negara. 
Sedangkan konstruktivisme memfokuskan pada kesadaran manusia dan tempatnya 
didalam masalah dunia dan menekankan pada ide-ide pemikiran, kepercayaan 
kelompok-kelompok yang terlibat didalam negeri dan juga diluar negeri, 
bagaimana ide-ide dan konsepsi tentang kebijakan luar negeri menjadi pemahaman 
bersama dan membentuk identitas serta mengispirasi kebijakan luar negeri.17 
                                                             
17 Jackson, 2007, dalam Abubakar Eby Hara, 2011, Pengantar Analisis Politik Luar Negeri: Dari 
Realisme Sampai Konstruktivisme, Bandung: Nuansa, hal. 116-117 
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Sistem internasional disusun oleh ide dan bukan oleh kekuatan material. Aktor 
utama dari teori ini adalah negara. 
Alexander Wendt menjelaskan konstruktivisme dalam perspektif identitas 
dalam artikelnya yang berjudul “Anarchy is What States Make of It” yang 
memfokuskan pada wacana sosial dan komunikasi antara aktor-aktor internasional, 
yaitu dengan melalui isi dan pengaruh dari berbagai komunikasi dan pertukaran ide 
yang mereka lakukan. Struktur dari hubungan manusia dapat ditentukan 
berdasarkan saling bertukar ide satu dengan yang lainnya. Aktor-Aktor 
menggunakan ide-ide untuk mengkonstruksi sebuah hubungan dan kepentingan. 
Jadi, ide-ide itu ada untuk bernegosiasi dan mengartikan sejarah untuk membuat 
sebuah hubungan yang konfliktual atau kerjasama.18 
Konstruktivisme milik Wendt bersifat sistemik dengan memfokuskan pada 
interaksi antarnegara dalam sistem internasional dan mengabaikan faktor-faktor 
domestik dan menekankan bagaimana suatu struktur sebagai struktur ide, bukan 
struktur material. Penjelasannya yaitu pada lahirnya suatu struktur dan bagaimana 
negara mendapatkan identitas dan kepentingannya melalui suatu struktur.19 Cara 
untuk menjelaskan identitas ada dua menurut Wendt yaitu dengan melalui interaksi 
dan melihat tingkah laku suatu negara serta melihat bagaimana perdebatan para 
pembuat keputusan didalam negeri untuk memahami dunia disekitarnya dalam 
merumuskan identitas negaranya. Contohnya dengan mengkaji bagaimana 
                                                             
18 Alexander Wendt, 1992, Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power 
Politics, International Organization, Vol. 46, No. 2, hal, 391-425, dalam Robert J. Art and Robert 
Jervis, 2007, International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues (ed.8), New York: 
Longman, hal. 61-67. 
19 Abubakar Eby Hara, Op.Cit., hal. 123 124. 
22 
 
pandangan dan argumen para eksekutif didalam pemerintahan seperti presiden, 
penasehat, departemen luar negeri dan departemen pertahanan dalam memandang 
posisi dan peran negaranya di dunia internasional serta faktor-faktor apa yang 
menyebabkan mereka berpandangan seperti itu.20 Jadi, pandangan dan argumen 
para eksekutif dapat mencerminkan identitas suatu negara. 
Identitas didalam konstruktivisme dapat dipahami melalui dua pemaknaan 
yaitu kategori sosial dan kategori personal. Pertama, identitas sebagai kategori 
‘sosial’, yaitu atribut atau karakteristik yang membedakan dengan yang lain. 
Konsepsi ini mengimplikasikan identitas sebagai sesuatu yang terkonstruksi di 
dalam proses interaksi dengan pihak lain (significant other). Pengaruh kelompok 
atau individu di luar aktor terhadap cara aktor memandang dirinya dan diluar 
dirinya tidak bisa dimengerti tanpa disertai dengan pemahaman atas konteks sosial 
yang lebih luas dimana aktor bersangkutan itu berada. Jadi, dibutuhkan 
intersubjektivitas untuk memberi makna ‘siapa aku’ dan ‘siapa kamu’. Identitas 
dalam kategori ini relatif mudah berubah tergantung proses pemaknaan dalam 
sebuah proses interaksi.21 
Kedua, indentitas sebagai kategori ‘personal’, yaitu atribut atau 
karakteristik yang melekat dalam diri aktor yang kemunculannya tanpa perlu 
melalui proses pembedaan dengan yang lain dan mengandaikan identitas sebagai 
sesuatu yang disadari sendiri (self-awareness) oleh aktor itu sendiri. Identitas 
personal memandang aktor sebagai pribadi yang unik dan melakukan tindakan atas 
                                                             
20 Ibid., hal.150. 
21 Mohamad Rosyidin, 2015, The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Studi Hubungan 
Internasional, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 46-48. 
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dasar kehendak dan tujuannya sendiri tanpa melihat posisi atau kedudukannya 
dalam konteks sosial.22 Identitas dalam pengertian konstruktivis diatas di maknai 
oleh Alexander Wendt sebagai, “Atribut yang melekat pada diri aktor yang 
mendorong tindakan”23 
Identitas menjadi dasar pemaknaan aktor terhadap lingkungan sekitarnya. 
Tindakan aktor menjadi bermakna karena dilandasi oleh kesadaran dan pemahaman 
aktor tehadap dirinya sendiri dan situasi internasional. Dengan kata lain, dalam 
memaknai situasi di luar dirinya, sang aktor menggunakan atribut yang melekat 
pada dirinya. 






Menurut Wendt, ketika ada proses konstruktif, ada sesuatu yang membuat 
seseorang bisa menentukan kepentingannya. Jadi konflik atau kerjasama, tidak 
tergantung pada kepentingan, tetapi tergantung pada sesuatu yang menentukan 
kepentingan itu, sesuatu yang dikonstruksikan sehingga menentukan kepentingan 
itu. Sesuatu itulah yang disebut identitas. Dalam proses interaksi, logika hubungan 
dapat digambarkan seperti siklus. Pemahaman diri aktor berimplikasi pada 
                                                             
22 Ibid. 
23 Ibid,. hal. 48. 
24 Ibid. 
1. Identitas 
3. Tindakan 2. Kepentingan 
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bagaimana ia bertindak. Sementara tindakan itu sendiri didasarkan pada 
kepentingan atau tujuan yang hendak dicapai. Tindakan aktor itu dapat 
mempertahankan, memodifikasi, atau mengubah identitas. Jadi, identitas 
membentuk kepentingan, sedangkan kepentingan membentuk tindakan. Ada empat 
jenis identitas yang dikemukakan oleh Alexander Wendt, yaitu identitas personal 
(corporate/personal identity), identitas yang menggolongkan negara ke dalam 
kategori tertentu (type identity), identitas peran (role identity), dan identitas kolektif 
(collective identity).25 Dalam penelitian ini, Taiwan menggunakan identitas peran 
(role identity) karena dengan New Southbound Policy, Taiwan berperan dalam 
memimpin kerjasama didalam kawasan Asia Tenggara dengan moto win-win 
relationships. 
Identitas peran (role identity), peran didefinisikan sebagai kedudukan atau 
posisi aktor dalam suatu masyarakat atau kelompok atau komunitas. Identitas peran 
adalah pandangan tentang posisi atau kedudukan aktor (negara) dalam hubungan 
internasional. Identitas peran berhubungan dengan tanggung jawab negara, yaitu 
apa yang seharusnya dilakukan negara ketika dihadapkan pada situasi tertentu. 
Untuk mengetahui posisi dan tanggung jawab itu, negara memerlukan keberadaan 
negara lain sebagai pembanding atau lawan dari posisi dan tanggung jawab yang 
dilakukannya. Dalam hal ini keberadaan pihak lain berfungsi sebagai ‘cermin’ 
dalam memaknai diri sendiri. Ketika negara-negara saling mengadakan interaksi, 
mereka terlibat dalam proses interpretasi dan reinterpretasi tentang bagaimana 
mereka menyadari posisinya satu sama lain. Singkatnya, peran tidak akan tercipta 
                                                             
25 Ibid., hal. 50-58. 
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dalam kondisi vakum melainkan melalui interaksi, yakni proses berinteraksi dan 
berpartisipasi dalam konteks institusional dimana aktor tersebut menduduki 
perannya.26 
Konsep identitas peran Wendt merujuk pada konsep peran nasional negara 
dalam sistem internasional K.J. Holsti yaitu:  
Definisi para pembuat kebijakan tentang macam kebijakan, 
komitmen, aturan dan tindakan yang sesuai untuk negaranya, serta 
peranan, kalaupun ada, yang menuntun bagaimana negaranya 
seharusnya berperilaku dalam sistem internasional atau regional. Hal 
itu merupakan ‘gambaran’ tentang tujuan yang hendak dicapai atau 
peranan negaranya terhadap lingkungan eksternal.27 
 
Jadi, apa yang Taiwan inginkan dan Taiwan lakukan muncul dari apa yang negara-
negara ASEAN pikirkan tentang siapa Taiwan, apa kepentingan Taiwan, dan apa 
yang seharusnya dilakukan oleh Taiwan terhadap ASEAN. 
Dalam konsep identitas sosial, negara-negara lain khususnya negara-negara 
di ASEAN mengidentifikasikan identitas Taiwan karena adanya interaksi. Seperti 
Indonesia menyebutkan Taiwan sebagai salah satu negara investor terbesar yang 
menanamkan modal di Indonesia. Indonesia juga menyebutkan bahwa Taiwan 
merupakan negara yang kuat di dalam bidang industri dan teknologi. Taiwan juga 
merupakan negara yang penting bagi Indonesia karena banyaknya Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) dan pelajar Indonesia yang mengadu nasib di Taiwan. 
Dalam identitas peran, untuk mengetahui posisi dan tanggung jawab Taiwan 
didalam regional ASEAN dibutuhkan keberadaan pihak lain untuk menjadi 
pembanding atau lawan, yaitu negara-negara ASEAN. Keberadaan negara-negara 
                                                             
26 Ibid. 
27 Ibid, hal. 54. 
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ASEAN akan menjadi ‘cermin’ bagi Taiwan untuk memaknai dirinya dalam 
bertindak dan akan menimbulkan hubungan kerjasama. Hal itulah yang membuat 
Taiwan untuk mengadopsi kembali Go south Policy, yang pada era Tsai Ing Wen 
diberi nama New Southbound Policy.  
 
1. 6 Metode Penelitian 
1. 6. 1 Jenis Penelitian 
 Penelitan ini menggunakan model penelitian eksplanatif dimana 
menjelaskan hubungan antar variabel. Variabel independen dan variabel dependen 
dalam penelitian ini merupakan variabel yang saling berhubungan dan saling 
mempengaruhi. Kemudian kedua variabel tersebut menghasilkan sebuah hipotesis 
dan penulis menguji kebenaran hipotesis tersebut.28 
1. 6. 2 Variabel Penelitian 
Pada penelitian ini, penelaahan penulis difokuskan pada konsep New 
Southbound Policy sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama dengan 
negara-negara ASEAN pada masa pemerintahan Tsai Ing Wen serta bagaimana 
Taiwan menganggap ASEAN di dalam konsep kebijakan tersebut. Sedangkan 
dalam penelitian ini terdapat dua variabel. 
Variabel Independen adalah konsep yang hendak dijelaskan dan 
diramalkan kejadiannya dan yang terjadi sebagai akibat dari variabel lain.29 Dalam 
                                                             





penelitian ini, identitas Taiwan pada masa pemerintahan Tsai Ing Wen merupakan 
variabel independen. 
Variabel dependen adalah konsep yang dipakai untuk menjelaskan dan 
meramalkan konsep lain dan yang terjadi sebelum terjadinya variabel dependen.30 
Dalam penelitian ini, New Southbound Policy sebagai strategi peningkatan 
hubungan kerjasama dengan negara-negara ASEAN adalah variabel dependen. 
1. 6. 3 Teknik Analisis Data 
Penelitian ini akan menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa 
data yang dilakukan melalui analisa non-statistik. Data tabel dan grafik angka yang 
dipakai akan diuraikan dan ditafsirkan ke dalam bentuk tulisan atau paragraf. 
Teknik analisa data tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu 
klasifikasi data, mereduksi dan memberi interpretasi pada data yang telah diseleksi 
dengan menggunakan teori dan konsep yang digunakan.31 Untuk menjelaskan 
konsep New Southbound Policy sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama 
dengan negara-negara ASEAN secara detail dan terarah. 
1. 6. 4 Teknik Pengumpulan Data 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 
adalah telaah pustaka (library research) yaitu dengan cara mengumpulkan data dari 
literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian 
menganalisanya. Teknik ini menggunakan data sekunder yaitu data-data tersebut 
berupa buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal, majalah, surat kabar dan situs-situs 
                                                             
30 Ibid. 
31 Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Aditama, hal. 30-41. 
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internet ataupun laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 
penulis teliti.32 
1. 6. 5 Ruang Lingkup Penelitian 
A. Batasan Waktu 
Agar tetap fokus pada pembahasan, peneliti membatas materi yang akan 
diteliti. Pembatasan materi hanya pada tahun 2016 dan berfokus pada konsep New 
Southbound Policy sebagai strategi peningkatan hubungan kerjasama yang 
memfokuskan pada wilayah selatan, salah satunya ASEAN. 
B. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, peneliti akan membatasi materi penelitian yakni 
berfokus pada ide New Southbound Policy dan Go South Policy. Go South Policy 
merupakan kebijakan yang serupa dengan New Southbound Policy, yang mana 
sebelum pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya yaitu Lee Teng Hui dan Chen 
Shui Bian 
 
1. 7 Hipotesis 
New Southbound Policy itu dipengaruhi oleh identitas dalam kategori sosial 
serta dengan tipe identitas peran. Adanya nilai ‘baru’ dalam New Southbound 
Policy. Dalam kategori sosial, negara-negara di ASEAN mengidentifikasikan 
identitas Taiwan karena adanya interaksi. Seperti Indonesia menyebutkan Taiwan 
sebagai salah satu negara investor terbesar yang menanamkan modal di Indonesia. 
Indonesia juga menyebutkan bahwa Taiwan merupakan negara yang kuat di dalam 
                                                             
32 Rianto Adi, 2004, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta: Granit, hal. 57. 
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bidang industri dan teknologi. Taiwan juga merupakan negara yang penting bagi 
Indonesia karena banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelajar Indonesia 
yang mengadu nasib di Taiwan. Taiwan juga melakukan pertukaran dua arah, tidak 
hanya pada bidang ekonomi tetapi juga kebudayaan, pendidikan dan lain-lain 
Taiwan dengan tipe identitas peran ditunjukkan untuk dengan mengetahui 
posisi dan tanggung jawab Taiwan didalam regional ASEAN dibutuhkan 
keberadaan pihak lain untuk menjadi pembanding atau lawan, yaitu negara-negara 
ASEAN. Keberadaan negara-negara ASEAN akan menjadi ‘cermin’ bagi Taiwan 
untuk memaknai dirinya dalam bertindak. Salah satu peran Taiwan disini adalah 
mitra dan negara-negara ASEAN sebagai pasar atau tempat untuk Taiwan 
menyalurkan tanggungjawabnya salah satunya investasi. Jadi, didalam membangun 
perekonomian, Taiwan lebih fokus untuk berinvestasi dan mendorong untuk 
melakukan pertukaran dua arah di negara-negara ASEAN meskipun tidak ada 
hubungan diplomatik yang resmi. Jika, investasi dengan negara-negara di ASEAN 
berhasil dan dapat menciptakan industri yang maju, maka Taiwan tidak akan lagi 
bergantung kepada Tiongkok dalam perekonomian. 
 
1. 8 Sistematika Penulisan 
 Sistematika pembahasan dalam proposal ini secara keseluruhan dapat dibagi 
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